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ABSTRAK 
 
MUHAMMAD FADHEL ISTIQLAL (B111 09 322), dengan judul skripsi 
“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Oleh Anak 
Studi Kasus Putusan No. 1764/Pid.B/2012/PN.MKS” di bawah bimbingan 
H.M.Said karim sebagai Pembimbing 1 serta  Kaisaruddin Kamaruddin 
sebagai Pembimbing 2 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materil terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap yang dilakukan 
oleh anak dalam putusan No. 1764/Pid.B/2012/PN.MKS dan untuk 
mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan Pidana 
terhadap pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak dalam Putusan 
No. 1764/Pid.B/2012/PN.MKS 
 Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar , untuk 
mencapai tujuan tersebut Penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
berupa penelitian pustaka, penelitian lapangan dengan melakukan 
wawancara langsung dengan nara sumber. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Penerapan hukum  pidana  
materiil dalam putusan  No. 1764/Pid.B/2012/PN.MKS telah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku, yakni telah memenuhi syarat pemidanaan olehnya 
itu dijatuhkan hukuman berupa penyerahan kepada Panti Sosial yang 
selanjutnya akan dibina  dan dipekerjakan dan membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu). Kasus ini diputus sebagai tindak pidana 
persetebuhan dan telah sesuai dengan dakwaan  tuntutan Penuntut 
berdasarkan  Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. 
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DAFTAR PUSTAKA 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
  Dalam era globalisasi yang ditandai dengan semakin tingginya 
kemampuan manusia dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan 
teknologi maka bukan hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga 
menimbulkan dampak negatif yang antara lain berupa semakin canggih dan 
berkembangnya kejahatan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas 
dan semakin menglobal. 
 Indonesia merupakan negara yang  dibentuk berdasarkan hukum dan 
telah di gunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari- hari. Sehingga 
dalam setiap pergerakan atau perbuatan masyarakat memiliki nilai-nilai 
hukum di dalamnya. Tetapi, seiring dengan perkembangan zaman jenis-jenis 
perbuatan yang melanggar hukum yang ada semakin beraneka ragam yang 
terjadi di dalam masyarakat. Pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang 
telah berulang kali memberikan penyuluhan untuk menyadarkan masyarakat 
mengenai  akibat yang di timbulkan dari suatu perbuatan pidana yang 
dilakukanya bukan hanya merugikan  orang lain tetapi diri mereka juga 
sendiri, tetapi dalam perkembanganya usaha ini belum cukup untuk 
menyadarkan masyarakat. 
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  Perbuatan tindak pidana di Indonesia korbannya bukan hanya 
ditujukan kepada orang dewasa tetapi anak juga rawan menjadi korban 
kejahatan.  Anak merupakan generasi masa depan bangsa yang harus 
dilindungi oleh masyarakat, pemerintah dan hukum. Kekerasan dan 
perlakuan yang salah tidak hanya terjadi pada tempat umum, tetapi juga di 
sekolah,  bahkan di rumah. Tindakan kekerasan seksual pada anak terjadi 
dihampir semua lapisan masyarakat. Tindak kekerasan dan pelanggaran 
terhadap hak anak, menemukan bahwa lingkungan keluarga ternyata justru 
menjadi tempat yang rawan bagi anak-anak. Tindakan kekerasan merupakan 
pelanggaran atas hak asasi manusia. kepentingan anak yang harus 
dilindungi itu adalah perlindungan dari kejahatan seksual, seperti perkosaan. 
Anak menjadi cepat dewasa dikarenakan pergaulan dengan sekitarnya 
ditambah dengan mudahnya mengakses internet, mengakibatkan anak mulai 
berpikir yang berbau negatif seperti seks. Pikirinnya yang masih labil 
membuat dia tidak berpikir dalam bertindak sehingga melakukan perbuatan 
perkosaan, Anak yang menjadi korban perkosaan dan pelaku perkosaan 
tidak hanya menghancurkan kehidupannya yang sekarang, tapi telah sampai 
pada taraf menghancurkan masa depannya. 
 Masalah kejahatan a-susila di negara kita sendiri telah terakomodasi 
dalam sistem perundang-udangan, yaitu Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP) yang meliputi kejahatan pornografi, persetubuhan, perzinaan 
dan perkosaan. Selain memerlukan penanganan yang serius dari  aparat 
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penegak hukum, masalah asusila juga memerlukan kewaspadaan dari setiap 
elemen masyarakat karena kejahatan asusila dapat terjadi kapan saja, di 
mana saja dan kepada siapa saja 
 Tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur, termasuk 
pula ke dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji 
secara bersama mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana 
perkosaan (yang dalam kenyataannya lebih banyak menimpa kaum wanita 
baik itu dewasa maupun remaja) merupakan sebuah pelanggaran norma 
sosial yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan, apalagi jika yang diperkosa 
adalah anak dibawah umur, yang notabene secara fisik belum mempunyai 
daya tarik seksual seperti wanita remaja dan dewasa. 
  Dalam hal ini kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur tersebut, 
mengingat usia mereka yang masih sangat relatif muda, kebanyakan dari 
mereka yang menjadi korban belum mengetahui atau mengerti bahwa tanpa 
disadari mereka telah menjadi korban dari suatu kejahatan karena diperkosa, 
karena mereka tidak menyadari dan tidak mengerti mengenai arti yang 
dilakukan oleh pelaku perkosaan terhadap mereka 
 Sangat sedikit kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur yang 
tertangkap tangan saat melakukan pada saat pelaku sedang melakukan 
kejahatan perkosaan tersebut. Sebagian kasus-kasus tersebut diketahui 
berasal dari laporan keluarga korban, karena telat terjadi luka pada bagian 
anak tersebut atau anak tersebut melapor peristiwa yang baru saja dia alami. 
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Seperti yang kita ketahui  kasus pemerkosaan anak merupakan 
bagian dari  delik kesusilaan yang  diatur dalam KUHP dan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kasus seperti ini sangat 
memprihatinkan dan meresahkan, karena menimbulkan rasa tidak aman dan 
nyaman dalam melangsungkan aktivitas sehari-hari atau hubungan dalam 
masyarakat serta merusak masa depan generasi penerus bangsa.  
Oleh karena itu, tidak hanya keluarganya yang berperan aktif akan 
tetapi seluruh lapisan masyarakat berperan aktif dalam memperhatikan, 
melindungi dan menjaganya dari pemerkosaan 
 
B. Rumusan masalah. 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka 
rumusan   masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian adalah : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku 
delik    Pemerkosaan terhadap anak dalam Putusan No: 
1764/Pid.B/2012/PN.MKS? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
pidana terhadap pelaku  Delik  Pemerkosaan   Terhadap   Anak    
dalam   Putusan  
NO. 1764/Pid.B/2012/PN.MKS? 
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C.  Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini ialah: 
a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap 
pelaku Delik Pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dalam 
Putusan No. 1764/Pid.B/2012/PN.MKS 
b. Untuk mengetahui  pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan pidana terhadap pelaku Delik Pemerkosaan yang 
dilakukan oleh anak dalam Putusan  
       No. 1764/Pid.B/2012/PN.MKS 
D. Kegunaan Penelitian. 
   Penelitian ini diharapkan berguna untuk : 
1. Memberikan informasi dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada 
umumnya dan hukum pidana secara khusus berkaitan masalah yang 
akan di bahas dalam skripsi ini yaitu perkosaan dilakukan oleh anak. 
2. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada penulis 
dan para civitas akademika pada umumnya mengenai hal-hal yang 
berkaitan dengan penerapan tindak pidana perkosaan yang dilakukan 
oleh anak. 
 
 
 
6 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana 
       1. pengertian Tindak Pidana 
 Istilah tindak pidana yang dikenal di dalam Kitab Undang-Undang 
Hukm Pidana (KUHP) yang dimana pembentuk undang-undang 
mengenalnya dengan istilah strafbaarfelt. Di dalam bahasa Belanda, 
Strafbaar yang berarti dapat dihukum. Sedangkan felt  yang berarti suatu 
kenyataan atau fakta.  
  Strafbaarfelt  menurut pendapat Simons (Moeljatno (2002:56) ialah 
“Kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana yang bersifat 
melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang 
dilakukan oeh orang yang mampu bertanggung jawab.  
Sedangkan menurut pendapat Van Hamel, Moeljatno (2002:56) 
strafbaarfelt  adalah  
“Kelakuan orang (menseljike gedraging) yang dirumuskan dalam wet, 
yang bersifat melawan hukum,yang patut dipidana (strafwaardig) dan 
dilakukan dengan kesalahan.  
 
 Beberapa asumsi atau pendapat mengenai pengertian tindak pidana 
menurut parah ahli seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum 
pidana Moeljatno, Menurutnya tindak pidana yang dikenalnya dengan istilah 
perbuatan pidana yang berarti  “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 
tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Moeljatno 
(2002:54) 
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 Berdasarkan asumsi di atas, dalam hal dilarang dan diancarmnya 
perbuatan pidananya, yaitu berdasarkan asas legalitas (principle of legality) 
yang terkandung di dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP yang dilarang dan diancam 
dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-
undangan. 
 Kalimat asas yang tersebut di atas, lebih dikenal dalam bahasa latin 
sebagai Nullum dellictum nulla poena sine praevia lege poenale (tidak ada 
delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Kalimat tersebut 
berasal dari Von Feurbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman. Asas 
Legalitas tersebut yang dimaksud mengandung tiga pengertian yang dapat 
disimpulkan yaitu antara lain: 
a. Tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 
pidana   kalau hal itu terlebih dahulu belum   dinyatakan dalam 
suatu aturan undang-undang 
b. Untuk menentukan suatu perbuatan pidana tidak boleh digunakan 
analogi 
 c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut 
Perbedaan pandangan dan pendapat dari para ahli hukum maupun 
pembentuk undang-undang dalam hal mendefinisikan istilah tindak pidana 
yang disetarakan dengan istilah perbuatan pidana, maupun peristiwa pidana 
dan lan sebagainya kemungkinan untuk mengalihkan bahasa dari istilah 
asingnya yaitu strafbaarfelt, akan tetapi dari pengalihan bahasa tersebut 
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apakah berpengaruh atau tidak dalam makna dan pengertiannya yang 
sebagian besar di kalangan para ahli hukum belum secara jelas dan 
terperinci dalam menerangkan pengertian istilah tindak pidana, ataukah 
sekedar mengalihkan bahasanya, hal tersebutlah yang merupakan pokok 
perbedaan pandangan diantara para ahli hukum dalam mendefinisikan 
tindak pidana  
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
 Dalam  mengklasifikasikan suatu tindak pidana dalam unsur-unsurnya 
yang perlu diperhatikan ialah apakah perbuatan tersebut telah melanggar 
Undang-Undang atau tidak. Berbagai macam tindak pidana yang diatur 
dalam KUHP pada umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam unsure-unsur 
yang terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subejektif tersebut 
merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang 
berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala 
sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu 
tindak pidana itu antara lain sebagai berikut: 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (Dolus atau Culpa) 
2. Maksud atau Voornemen  pada sautu percobaan atau poging 
seperti yang     dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP 
3. Macam-macam maksud atau  bogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain; 
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4. Merencanakan terlebih dahulu atau Voorbedachte raad seperti 
yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 
KUHP;  
5. Perasaan takut yang antar lain terdapat di dalam rumusan tindak 
pidana menurut Pasal 308 KUHP.  Lamintang (1997:193) 
 Sedangkan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-
keadaan yaitu didalam keadaan-keadaan yang di mana tindakan-tindakan 
dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak 
pidana antara lain sebagai berikut: 
1. Sifat melanggar hukum atau  Wederrechteliejkheld; 
2. Kwalitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang 
pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 
KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu 
Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP 
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.  Lamintang 
(1997:193) 
3. Jenis-jenis Tindak Pidana 
 Pembagian jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut ilmu 
pengetahuan hukum pidana yang dapat dibedakan dari bebrapa sudut yang 
antara lain sebagai berikut: 
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A. Berdasarkan sistem KUHP terdapat delik  kejahatan dan delik 
pelanggaran tersebut terdapat dalam KUHP. Pembedaan dan 
pembagian terletak pada buku II KUHP yang mengatur tentang 
kejahatan dan buku III yang mengatur tentang pelanggaran. Dalam 
ancaman pidananya, pelanggaran leibih ringan dari pada kejahatan 
yang dimana kejahatan yang ancaman pidananya menitikberatkan 
pada penjara, sedangkan pelanggaran lebih menitikberatkan pada 
denda atau kurungan. Secara kuantitatif, pembuat undang-undang 
membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut : 
a. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan 
yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seseorang 
melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai 
delik pelanggaran di Indonesia maka dipandang tidak perlu 
dituntut 
b. percobaan dan membantu melakukan terhadap anak di 
bawah umur tergantung apakah itu kejahatan atau 
pelanggatan. Andi Hamzah (2000:99)  
 B.   Dari segi perumusannya terdapat delik formal dan delik materiil. Delik 
formil adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang 
dianggap selesai dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. 
Sedangkan delik materiil suatu tindak pidana yang selesai atau 
sempurna dengan timbulnya akibat yang dilarang. 
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C. Dari segi sifat perbuatannya terdapat delik komisi dan delik omisi. 
Delik komisi yaitu tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan 
aktif yang melanggar aturan. Yang dimaksud perbuatan aktif adalah 
perbuatan yang mewujudkan disyaratkannya adanya gerakan dari 
anggota tubuh yang berbuat. Sedangkan delik omisi terbagi menjadi 
dua bagian/macam yaitu: delik omisi murni dan tidak murni. Delik omisi 
murni ialah membiarkan sesuatu yang diperintahkan. Sedangkan delik 
omisi tidak murni merupakan tindak pidana yang terjadi jika oleh 
undang-undang tidak dikehendaki suatu akibat yang diakibatkan dari 
suatu pengabaian. 
D. Dari bentuk kesalahannya terdapat delik sengaja dan delik tidak 
sengaja. Delik sengaja adalah tindak pidana yang di dalam 
rumusannya dengan kesengajaan atau mengandung unsur 
kesengajaan. Sedangkan delik kelalaian atau tidak dengan sengaja 
adalah tindak pidana yang dimana dalam rumusannya tidak 
mengandung unsur kesengajaan. 
E. Dari segi penuntutannya terdapat delik aduan dan delik biasa. Delik 
aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada 
pengaduan yang dilakukan oleh orang yang merasa dirugikan 
terhadap tindakan pelaku. Sedangkan delik biasa adalah tindak pidana 
yang dapat dituntut tanpa ada suatu pengaduan.  
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 F. Dari segi perbuatannya terdapat delik yang berdiri sendri dan delik 
yang diteruskan. Delik yang berdiri sendiri yaitu suatu tindak pidana 
yang terdiri dari atas satu perbuatan, sedangkan delik yang diteruskan 
yaitu tindak pidana yang sedemikian eratnya sehingga harus dianggap 
satu perbuatan. Pembagian antara delik yang berdiri sendiri dengan 
delik yang diteruskan untuk menentukan suatu perbarengan 
(sameenloop). 
 G.  Dari segi keadaan terdapat delik selesai dan delik berlanjut. Delik 
selesai yaitu tindak pidana yang selesai terjadi dengan melakukan 
sesuatu satu atau beberapa perbuataan tertentu, sedangkan delik 
berlanjut yaitu tindak pidana yang dilakukan untuk melangsungkan 
suatu keadaan terlarang. 
          H. Dari sudut kepentingan berapa kali perbuatannya yang dilarang 
yang dilakukan  terhadap delik tunggal dan delik berangkai. Delik 
tunggal yaitu suatu tindak pidana yang terdiri atas satu perbuaatan 
atau sekali saja dilakukan, sedangkan delik berangkai ialah sautu 
tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis perbuatan 
I. Dari sudut kepentingan Negara terdapat delik politik dan delik 
kelompok. Delik politik ialah tindak pidana yang tujuannya di arahkan 
kepada keamanan Negara dan terhadap kepala Negara, sedangkan 
delik kelompok yaitu tindak pidana yang tidak ditujukan terhadap 
keamanan Negara atau kepala Negara, sedangkan delik kelompok 
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yaitu tindak pidana yang tidak ditujukan terhadap keamanan Negara 
atau kepala Negara. 
    J. Dari sudut unsur perbuatannya terdapat delik sederhana, delik 
dengan pemberatan dan delik peringatan. Delik sederhana yaitu 
tindak pidana dalam bentuk pokok yang telah dirumuskan oleh 
pembukuan undang-undang. Delik dengan pemberatan yaitu tindak 
yang mempunyai unsur yang sama dengan tindak pidana bentuk 
pokok akan tetapi ada unsur-unsur yang ditambahkan, sehingga 
ancaman pidananya lebih berat dari tindak pidana pokoknya. 
Sedangkan delik peringatan ialah tindak pidana yang mempunyai 
unsur yang sama dengan tidak pidana bentuk pokoknya akan tetapi 
ditambahkan unsur-unsur lainnya dan dapat meringankan ancaman 
pidana 
 K.   Dari segi subyek hukumnya terdapat delik propria (khusus) dan delik 
komun (umum). Delik propria atau delik khusus adalah tindak pidana 
yang dilakukan oleh orang-orang tertentu seperti pegawai negeri sipil 
atau yang mempunyai kedudukan struktural di pemerintaan. 
Sedangkan delik komun atau delik umum ialah tindak pidana yang 
dilakukan oleh setiap orang. 
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B.  Tindak Pidana Persetubuhan 
1. Pengertian  Pesetubuhan 
Di berbagai negara terdapat perbedaan definisi mengenai pencabulan. 
Amerika mendefinisikan pencabulan adalah “kontak atau interaksi antara 
anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi 
seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki 
kekuatan atau kendali atas korban”. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, 
membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan 
seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital 
orang dewasa kepada anak. Sedangkan Belanda memberikan pengertian 
yang lebih umum untuk pencabulan, yaitu “persetubuhan diluar perkawinan 
yang dilarang yang diancam pidana. Bila mengambil definisi dari buku 
Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual, maka  
definisi pencabulan adalah “semua perbuatan yang dilakukan untuk 
mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan 
kesusilaan”. Bersetubuh berarti persentuhan dalam kemaluan si laki-laki dan 
perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan 
Sanksi bagi pelaku persetubuhan menurut UU No.23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak adalah: 
Dalam hal ini persetubuhan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh 
orang dewasa terhadap perempuan diluar perkawinan dalam hal ini adalah 
anak dibawah umur , diatur dalam pasal 81 yang isinya sebagai berikut: 
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1)   Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam 
puluh juta rupiah); 
2)   Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan 
tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain 
Hal yang maju dari ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) 
kualifikasi “orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain” disamakan dengan “orang yang dengan sengaja 
melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa anak 
melakukan persetubuhan. Dengan demikian menurut UU No.23 Tahun 2002, 
apabila korban adalah anak di bawah umur maka persetubuhan yang 
dilakukan dengan cara tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk sama dengan persetubuhan dengan pemaksaan. 
   2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan 
Dari pasal 81ayat (1) sebagai berikut: 
1)   Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana 
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penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam 
puluh juta rupiah); 
 
Dari pengertian tersebut dapat kita lihat unsur-unsur dari 
persetubuhan yaitu : 
 
-  Unsur Setiap Orang. 
Yang dimaksud dengan „barang siapa‟ adalah siapapun juga 
yang menjadi subjek hukum dan mampu bertanggun jawab 
secara hukum dalam hal ini pelaku tindak pidana 
- Unsur Yang Dengan Sengaja, Melakukan Kekerasan atau 
Ancaman Kekerasan dan Unsur Memaksa Anak Melakukan 
Persetubuhan Denganya atau Orang Lain.  
 
dengan sengaja yang artinya dalam keadaan sadar, melakukan 
kekerasan atau ancaman kekerasan berarti menggunakan 
kekuatan badan/ tubuh atau dengan menggunakan 
perkataan/lisan mengancam,  memaksa anak melakukan 
persetubuhan dengannya berarti di luar kehendak korban dan 
bersetubuh berarti persentuhan dalam kemaluan si laki-laki dan 
perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan 
kehamilan. 
 
C. Pengertian Anak 
Pengertian anak di bawah umur tersebut dalam hal ini sama dengan 
sebutan anak. Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan 
dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan 
tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun 
tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. 
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Pengertian Anak dari Aspek Hukum. Dalam hukum terdapat pluralisme 
mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan 
perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan 
anak itu sendiri.Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi 
pengertian anak dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan 
dalam arti khusus sebagai objek hukum.Kedudukan anak dalam artian 
dimaksud meliputi pengelompokan kedalam subsistem sebagai berikut: 
 Pengertian anak berdasarkan UUD 1945 
  Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang 
berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal 
ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum 
nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai 
kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung 
jawab pemerintah dan masyarakat Terhadap pengertian anak menurut UUD 
1945 ini, Irma Setyowati Soemitri menjabarkan sebagai berikut. “ketentuan 
UUD 1945, ditegaskan pengaturanya dengan dikeluarkanya UU No. 4 tahun 
1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian 
tentang anak) yaitu seseorang yang harus memproleh hak-hak yang 
kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan 
perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. 
Atau anak juga berahak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan 
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dan kehidupan sosial.Anak juga berhak atas pemelihraan dan perlindungan 
baik semasa dalam kandungan maupun sesuadah ia dilahirkan “. 
 Pengertian anak berdasarkan UU Peradilan Anak. 
  Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) 
yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah 
mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun 
(deklapan belas) tahun dan belum pernah menikah .” Jadi dalam hal ini 
pengertian anak dibatsi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatsi 
dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) 
tahun.Sedangkan syarat kediua si anak belum pernah kawin.Maksudnya 
tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian 
cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinanya 
putus karena perceraian, maka sianak dianggap sudah dewasa walaupun 
umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun. 
 Pengertian Anak Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 
  UU No.1 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan 
seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam 
Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syaratperkawinan bagi orang yang 
belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat 
(1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagui pria adalah 
19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enambelas) tahun. 
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Menurut Hilman Hadikusuma  
“menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa sebenarnya 
tidak perlu dipermaslahkan. Hal ini dikarenakan pada kenyataanya 
walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan 
hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, 
berdagang dan sebagainya walaupun ia belum kawin.”  
(http://edukasi.kompasiana.com/2012/05/15/definisi-anak-463129.html)  
 
  Dalam Pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belumn 
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan 
pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak 
dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak 
yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernak 
kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah 
kekuasaan wali. Dari Pasal-Pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan 
bahwa anak dalam UU No1 tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa 
dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 
(sembilan belas) tahun untuk laki-laki. 
 Pengertian Anak Menurut Hukum Adat/Kebiasaan 
Hukum adat tidak ada menentukan siapa yang dikatakan anak-anak 
dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat 
ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri 
tertentu yang nyata.  
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R.Soepomo berdasarkan hasil penelitian tentang hukum perdata jawa 
Barat menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari cirri-ciri 
sebagi berikut: 
1. Dapat bekerja sendiri. 
2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bertanggung jawab. 
3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri. 
 Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata 
 Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa 
aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum 
yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah: - Status belum dewasa 
(batas usia) sebagai subjek hukum. - Hak-hak anak di dalam hukum perdata. 
  Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang 
yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas 
legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum 
nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Dalam 
ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan 
mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan 
perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah 
dala masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam 
kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si 
anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 KUHPerdata. 
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Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana 
   Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada 
pemahaman terahadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara 
kodrat memiliki subtansi yang lemah dan di dalam system hukum dipandang 
sebagai subjek hukum yang dicangkokan dari bentuk pertanggungjawaban 
sebagaimana layaknya seseorang sebjek hukum yang normal. Pengertian 
anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap 
proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk 
kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak 
tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik. 
 
D. Pemidanaan Terhadap Anak  
Dalam UU Pengadilan Anak, pola pemidanaanya dapat dilihat sebagai 
berikut: 
a.     Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 
angka 2   huruf a, hakim dapat menjatuhkan Pidana atau Tindakan 
(Pasal 25 ayat 1); 
b.    Terhadap anak anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 1 angka 2 huruf b, hakim dapat menjatuhkan Tindakan (Pasal 
25 ayat 2); 
c.     Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 
angka 2 huruf a, ancaman Pidana Penjara yang dapat dijatuhkan 
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terhadapnya seperdua dari Ancaman pidana penjara orang dewasa 
(Pasal 26 ayat 1), dengan meperhatikan bunyi Pasal 26 ayat 3 dan 
ayat 4, maka Pasal ini diperuntukkan bagi anak nakal yang berumur 
12 (dua belas) tahun  sampai 18 (delapan belas) tahun; 
d.    Terhadap anak anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 
angka 2 huruf a, melakukan perbuatan yang diancam dengan 
hukuman mati atau seumur hidup, ancaman pidana penjaranya paling 
lama 10 tahun (Pasal 26 ayat 2), Pasal ini juga diperuntukkan  bagi 
anak nakal yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan 
belas) tahun; 
e.   Terhadap anak nakal sebaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 
angka 2 huruf  a belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun) 
melakukan perbuatan dan diancam dengan pidana mati atau pidana 
seumur hidup, maka dapat dijatuhkan Tindakan Penyerahan kepada 
negara untuk mengikuti Pendidikan, Pembinaa, dan Latihan Kerja 
(Pasal 26 ayat 3); 
f.  Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasa 1 
angka2 huruf abelum mencapai 12 (dua belas) tahun  melakukan  
perbuatan yang tidak diancam dengan pidana mati atau pidana 
seumur hidup, maka dapat dijatuhkan  salah satu Tindakan  
berdasarkan Pasal 24, 26 ayat 4); 
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g. Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 
angka 2 huruf a, ancaman Pidana Kurungan ayng dapat dijatuhkan 
seperdua dari ancaman kurungan bagi orang dewasa (Pasal 27); 
h. Pidana denda yang dapat dijatuhkan bagi anak nakal maksimal 
seperdua dari maksimun ancaman orang dewasa, (Pasal 28 ayat 1), 
yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan 
kerja (Pasal 28 ayat 2), dimana wajib latihan kerja tersebut dilakukan 
pling lama 90 hari kerja dan lama latihannya tidak lebih dari 4 jam 
sehari serta tidak dilakukan pada malam hari (Pasal 28 ayat 3). Wajib 
latihan kerja yang diberikan terhadap anak dimaksudkan selain  
sebagai pengganti pidana denda juga sekaligus untuk mendidik anak 
agar memiliki keterampilan yang bermanfaat baginya; 
i. Terkait pidana bersyarat, dapat diberikan hakim apabila pidana penjara 
yang akan  dijatuhkan paling lama 1 (satu) tahun dengan 
ditentukannya syarat umum dan syarat khusus, yang lamanya Pidana 
bersyarat tersebut paling lama 3 (tiga) tahun. Syarat umum adalah 
bahwa anak anakl tidak akan melakukan kenakalan selama menjalani 
masa pidana bersyarat, sementara syarat khusus adalah untuk 
melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam 
putusan hakim dengan tetap memeprhatikan kebebasan anak. Bahwa 
selama menjalani pidana bersyarat, bagi anak dilakukan pengawas 
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oleh jaksa atau dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. (Pasal 
29 ayat 1 -9); 
j. Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 
angka 2 huruf a, Pidana Pengawasan dijatuhkan paling singkat 3 (tiga) 
bulan dan paling lama 2 (dua) tahun, yang ditempatkan dibawah 
pengawasan jaksa dan dibimbing oleh Pembibmbng Kemasyarakatan. 
(Pasal 30 ayat 1-2); 
k.Terhadap anak nakal yang diputus oleh hakim untuk diserahkan 
kepada negara, ditematkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak 
sebagai anak negara. (Pasal 31 ayat 1). 
Adapun Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yaitu; 
1.    Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; 
2.    Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, 
pembinaan, dan latihan kerja 
3.    Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi 
Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, 
pembinaan dan latihan kerja. 
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
mengatur bahwa ancaman hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan 
kepada terpidana anak adalah ½ dari ancaman maksimum dari ketentuan 
pidana yang akan dikenakan (Pasal 26 ayat (1), 27, dan 28 ayat (1)). 
Undang-undang yang hingga kini masih berlaku tersebut belum mengatur 
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bagaimana dengan ancaman minimum yang saat ini banyak diatur dalam 
undang-undang yang memuat ketentuan pidana. Belum diaturnya 
ketentuantuan mengenai bagaimana penerapan ketentuan pidana minimum 
dalam UU ini dapat dipahami, mengingat pada saat itu memang belum ada 
ketentuan pidana yang memuat ancaman pidana minimum. UU yang memuat 
ancaman pidana minimum sendiri baru lahir pada tahun yang sama dengan 
lahirnya UU Pengadilan Anak itu sendiri, yaitu tahun 1997, tepatnya UU No. 5 
Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU yang lahir 2 bulan setelah UU 
Pengadilan Anak. (http://leip.or.id/artikel/252-pengurangan-ancaman-pidana-
minimum-dalam-pengadilan-anak-sebagai-yurisprudensi.html (diakses tgl2/6/2013) )  
 
E. Perlindungan Terhadap Anak 
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk 
menciptakan kondisi agar setiap anak dapat menjalankan hak dan 
kewajibanya demi perkembangan dan pertubuhan anak secara wajar baik 
secara fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak adalah perwujudan 
adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan 
anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan 
bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik 
dalam kaitanya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum 
merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. 
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  Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 bagian, yaitu : 
a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi 
perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum 
keperdataan. 
b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi 
perlindungan dalam bidang sosial,bidang kesehatan dan bidang 
pendidikan. 
Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta 
pemerintahan, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan 
dalam rangka mencegah keseimbangan kegiatan perlindungan anak secara 
keseluruhan. 
Dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 ini, terdapat pula Pasal 
yang mengatur mengenai persetubuhan terhadap anak. Pasal tersebut yaitu 
Pasal 81 ayat (1) dan (2) serta Pasal 82. 
Pasal 81 ayat (1) merumuskan :  
Setiap orang yang dengan sengaja kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan danganya 
atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 15(lima belas tahun dan paling singkat 3(tiga) tahun dan 
denda paling banyak Rp. 300.000.000 ( tiga ratus juta rupiah) 
dan paling sedikit Rp. 60.000.0000 (enam puluh juta rupiah).  
 
Dalam Pasal 81 ayat (2), menentukan bahwa: 
Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan 
tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 
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Sementara dalam Pasal 82, merumuskan : 
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu 
muslihat,serangkaian kebohongan, atau membujuk anank untuk 
meklakukan tindakan cabul, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan seringan ringanya 3(tiga) 
tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 ( tiga ratus juta 
Rupiah) dan yanng paling sedikit Rp. 60.000.000 ( enam puluh 
juta rupiah). 
 
F. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana 
  Kehidupan bermasyarakat tersebut akhirnya mengharuskan  manusia 
untuk membuat aturan-aturan hidup yang diberlakukan di antara mereka 
sebagai suatu alat untuk menjaga keharmonisan hubungan dan kehidupan 
bermasyarakat yagn aman, damai, dan tentram. Kehidupan sehari-hari 
manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, 
kebutuhan pemuas diri dan bahkan terkadang mempertahankan status diri. 
Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun 
tidak seluruhnya atau dari orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak 
pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera, biasanya sering 
dilaksanakan dengan pemikiran yang tidak matang dan merugikan. 
  Pemikiran yang tidak matang itulah maka ada manusia yang 
melakukan pemenuhan kebutuhan dengan merugikan lingkungan dan orang 
lain. Hal inilah yang diatur dalam hukum pidana, bahwa setiap tindakan yang 
merugikan orang lain atau lingkungan, sebagaimana yang diatur perbuatan 
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tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP), disebut 
dengan tindak pidana dan harus dipertanggungjawabkan. 
  Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui 
proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan 
atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas 
kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh 
terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang 
pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan 
yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan 
kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang 
untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili. 
  Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu 
perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk 
menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup 
panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan 
mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau 
selesainya satu perkara di pengadilan. 
  Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk menjatuhkan 
putusan bersumber dari beberapa faktor penyebab, seperti pembela yang 
selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan saksi yang terlalu 
berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan kerangan antara 
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saksi yang satu dengan saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang 
diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan. 
 Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa, yang 
dibuktikan di sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya sebagaimana 
yang termaktub dalam dakwaan penuntut umum. 
Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi 
pidana, tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum yang sah. Alat bukti 
minimum itu harus dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa. 
Setelah itu, barulah pidana dapat dijatuhkan. Hal itu sesuai dengan rumusan 
pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan 
pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua 
alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 
benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 
Dalam hal itu, Undang-undang menghendaki adanya minimum alat bukti yaitu 
dua alat bukti yang dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa dan 
tindak pidana yang dilakukannya. 
Maksud sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut adalah 
minimal dua alat bukti yang sah menurut KUHAP. Pasal 184 ayat (1) KUHAP, 
menyebut alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, 
surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. 
Praktek sehari-hari, baik oleh penuntut umum maupun Hakim, faktor-
faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana adalah dua 
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hal pokok yaitu hal-hal yang “meringankan” dan “memberatkan”. Faktor-faktor 
yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan 
mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan antara lain 
memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, 
meresahkan masyarakat, merugikan negara, dan sebagainya. 
1. Hal-hal yang meringankan 
Pengurangan hukuman berdasarkan ketentuan Undang-undang 
(Leden Marpaung, 2005:113) adalah sebagai berikut : 
a) Dalam hal umur  yang masih muda (incapacity or infacy), berdasarkan 
Pasal 47 ayat (1) KUHP yang menentukan sebagai berikut. 
“Jika Hakim menghukum anak yang bersalah itu, maka maksimum 
hukuman pokok  bagi tindak pidana itu, dikurangi sepertiga”. 
b) Dalam hal percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan pasal 53 
ayat (2) KUHP yang menentukan sebagai berikut. 
“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu 
dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan.” 
c) Dalam hal membantu melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 57 
ayat (1) KUHP yang menentukan sebagai berikut. 
“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu, 
dikurangi sepertiga bagi pembantu.” 
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2. Hal-hal yang Memberatkan 
Penambahan hukuman berdasarkan Undang-undang ditentukan 
sebagai berikut : 
a. Dalam hal Concursus, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 
KUHP: 
(1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang 
sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan 
beberapa kajahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang 
sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana; 
(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana-
pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, akan tetapi tidak 
boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah 
sepertiganya.” 
 
Dan Pasal 66 KUHP yang menentukan : 
(1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing 
harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga 
merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana 
pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap 
kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih dari maksimum 
pidana yang terberat ditambah sepertiga. 
(2) Dalam hal ini pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum 
pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.” 
 
b. Dalam hal Recidive, berdasarkan Pasal 486, 487, dan 488 KUHP.   
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian. 
Sekiranya Dalam setiap penulisan karya ilmiah atau skripsi selalu  
diawali dengan penelitian. Maka penulis akan melakukan penelitian tepatnya 
di daerah kota Makassar, tepatnya di pengadilan Negeri Makassar dan 
Kejaksaan Negeri Makassar sebagai institusi yang melaksanakan putusan 
pengadilan dan juga sebagai pengawas terhadap terdakwa dalam 
menjalankan putusan pidananya. 
 
B. Jenis Dan Sumber data 
Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah data 
kualitatif, yaitu data yang berupa keterangan-keterangan 
Adapun sumber data yang digunakan ialah: 
1. Data Primer 
Data primer ialah data atau informasi yang diperoleh secara langsung 
melalui penelitian lapangan dang melalui wawancara langsung dengan 
pihak terkait tetang permasalahan skripsi ini. 
2. Data Sekunder 
yaitu data yang berasal dari peraturan-peraturan perundang-undangan, 
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tulisan atau makalah-makalah, buku-buku dan dokumen atau arsip 
serta bahan lain yang berhubungan dan dapat menunjang dalam 
penulisan skripsi ini. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data. 
Teknik pemgupulan data dalam penulisan skripsi ini ialah sebagai 
berikut: 
1. Teknik Wawancara (interview), yaitu dengan cara melakukan tanya 
jawab kepada pihak-pihak terkait ataupun yang menangani masalah 
yang berkaitan dengan delik ini antra lain jaksa di kejaksaan negeri 
makassar yang melakukan penuntutan, hakim dipengadilan negeri 
makassar yang memutus perkara ini, serta para pihak yang memiliki 
andil dalam delik ini. 
2. Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara peneliti  mengumpulkan bahan-bahan sekunder yang ada 
di kejaksaan dan pegadilan negeri yang bersangkutan, kemudian akan 
ditelaah, yang berasal dari perundang-undangan, tulisan atau arsip 
serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan 
ini. 
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D. Analisis Data. 
Data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui penelitian 
dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan 
menggunakan masalah sesuai dengan data yang diperoleh di 
lapangan, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan 
pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan teori sekaligus 
menjawab permasalahan dalam penulisan atau penelitian ini, 
kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A.  Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak 
Pidana Persetubuhan Yang dilakukan Anak  Terhadap 
anak dalam Putusan No. 1764/Pid.B/2012/PN.MKS.  
 1. Kasus Putusan  
 Putusan pidana No. 1764/Pid.B/2012/PN.MKS. mengenai sebuah 
kasus Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh Abu 
Khair Bin Abd. Salam Mahmud terhadap korbannya yaitu Nurhaliza yang 
terjadi pada bulan  Desember 2011 dan bulan Juli 2012. Setelah terdakwa 
berkenalan dengan saksi korban Nurhaliza setelah lama berkenalan yang 
kemudian membuat mereka semakin akrab. Maka pada waktu suatu waktu 
ada kesempatan dan dikarenakan telah lama saling mengenal satu sama 
lainnya akhirnya korban mau dibawa ke kos yaitu di BTN Minasa Upa Blok F 
No. 12/13 Makassar dan di kawasan Jl. Karunrung Raya Makassar terdakwa 
dan pada saat mereka hanya berduaan antara terdakwa dengan korban 
Nurhaliza terdakwa melakukan perayuan terhadap korban mengatakan “Saya 
saying Kamu” sambil mencium-cium dan menggerayangi tubuh korban 
namun korban menolak (tidak mau) namun Karena terbuai kata-kata 
terdakwa yang diterima selanjutnya terdakwa berusaha membaringkan 
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korban diatas tempat tidur dan langsung membuka/menarik celana luar dan 
celana luar dalam korban keluar, dalam saksi korban serta 
menaikan/mengangkat baju kaos dan BH korban keatas, kemudian terdakwa 
memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban sambil di 
goyang-goyang naik turun. 
 
 2.Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
 Kasus persetubuhan terhadap anak dengan nomor register perkara : 
PDM-676/MKS/EP.1/11/2012. Yang dimana terdakwa Abu Khair Bin Abd. 
Salam Mahmud yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dalam  
bentuk dakwaan Primair Subsidari sebagai berikut : 
1. Melanggar Pasal 81 ayat 1 UU No. 23/ 2002 Tenntang UU      
Perlindungan Anak 
2. Melanggar Pasal 81 ayat 2 UU No. 23/ 2002 Tentang UU 
Perlindungan anak 
3.  Melanggar Pasal 82 UU No. 23/ 2002 Tentang UU Perlindungan 
anak 
 
Untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum di 
persidangan mengajukan alat bukti berupa 1 lembar surat pernyata an 
terdakwa dan juga surat berupa hasil visum et Repertum dari Rumah Sakit 
Bhayangkara Makassar yang telah disita secara sah sebagai barang bukti 
karena dapat menguatkan alat pembuktian. Berdasarkan dakwaan Penuntut 
Umum tersebut disertai dengan alat bukti dan barang bukti yang ada maka 
terdakwa di tuntut dengan Pasal 28 ayat 1 No. 23 tahun 2002 Tentang 
Perlindungan anak  
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan 
persidangan dikaitkan dengan pembuktia unsur dakwaan, maka menurut 
Jaksa Penuntut Umum dakwaan alternatif yang didakwakan kepada terdakwa 
tersebut dinyatakan terbukti yaitu melanggar unsur- unsur tindak pidana yang 
didakwakan yaitu:  
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 1. Primair 
 Putusan pidana No. 1764/Pid.B/2012/PN.MKS.  Tentang sebuah 
kasus Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh Abu 
Khair Bin Abd. Salam Mahmud, pada bulan  Desember 2011 dan bulan Juli 
2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 dan 
tahun 2012, bertempat di BTN Minasa Upa Blok F No. 12/13 Makassar dan 
Jl. Karunrung Raya Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Makassar, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, 
yang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang 
lain, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: 
 Setelah terdakwa berkenalan dengan saksi korban Nurhaliza yang 
kemudian semakin akrab maka pada waktu ada kesempatan berduaan 
antara terdakwa dengan korban Nurhaliza berduaan yaitu pada waktu di BTN 
Minasa Upa Blok F No. 12/13 Makassar dan di kawasan Jl. Karunrung Raya 
Makassar terdakwa telah berhasil memasukkan alat kelaminnya kedalam alat 
kelamin saksi korban Nurhaliza yang baru berumur 10 tahun dengan cara 
korban diajak untuk melakukan hubungan kelamin (bersetubuh) akan tetapi 
korban menolak (tidak mau) dengan  mengatakan takut namun terdakwa 
tetap   berusaha dengan membaringkan korban diatas tempat tidur dan 
langsung membuka/menarik celana luar dan celana luar dalam korban 
keluar, dalam saksi korban serta menaikan/mengangkat baju kaos dan BH 
korban keatas, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam 
alat kelamin korban sambil di goyang-goyang naik turun. 
  
 2, Subsidair 
 Bahwa terdakwa Abu Khair Bin Abd. Salam Mahmud, pada bulan  
Desember 2011 dan bulan Juli 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu 
lain dalam tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di BTN Minasa Upa Blok F 
No. 12/13 Makassar dan Jl. Karunrung Raya Makassar atau setidak-tidaknya 
pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan 
persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara 
antara lain sebagai berikut: 
 Setelah terdakwa berkenalan dengan saksi korban Nurhaliza yang 
kemudian semakin akrab maka pada waktu ada kesempatan berduaan 
antara terdakwa dengan saksi korban  Nurhaliza yaitu pada waktu di BTN 
Minasaupa  Blok F No. 12/13 Makassar dan di kamar kos Jl. Karunrung Raya 
Makassar, telah berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin 
korban yang baru berumur 10 tahun dengan cara korban diajak melakukan 
hubungan kelamin tetapi korban masih menolak (tidak mau) dan mengatakan  
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takut namun terdakwa berusaha merayu korban dengan kata-kata manis 
yaitu “ Saya Sayang Kamu” yang diikuti dengan terdakwa menciumi korban 
dan meraba-raba buah dan dan kemaluan korban yang akhirnya korban 
terbuai dan dibaringkan diatas tempat tidur setelah terdakwa membuka 
celana luar dan celana dalam korban, sedangkan baju dan BH korban  
diangkat ke atas, setelah itu terdakwa memasukka alat kelaminnya ke korban 
sambil menggoyang-goyang naik turun 
 
 3. Lebih Subsidair 
 Bahwa terdakwa Abu Khair Bin Abd. Salam Mahmud, pada bulan  
Desember 2011 dan bulan Juli 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu 
lain dalam tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di BTN Minasa Upa Blok F 
No. 12/13 Makassar dan Jl. Karunrung Raya Makassar atau setidak-tidaknya 
pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan 
cabul dengannya atau orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara antara 
lain sebagai berikut: 
 Setelah terdakwa berkenalan dengan saksi korban Nurhaliza yang 
kemudian semakin akrab maka pada waktu ada kesempatan berduaan 
antara terdakwa dengan saksi korban  Nurhaliza yaitu pada waktu di BTN 
Minasaupa  Blok F No. 12/13 Makassar dan di kamar kos Jl. Karunrung Raya 
Makassar, telah berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin 
korban yang baru berumur 10 tahun dengan cara korban diajak melakukan 
hubungan kelamin tetapi korban masih menolak (tidak mau) dan mengatakan  
takut namun terdakwa berusaha merayu korban dengan kata-kata manis 
yaitu “ Saya Sayang Kamu” yang diikuti dengan terdakwa menciumi korban 
dan meraba-raba buah dan dan kemaluan korban yang akhirnya korban 
terbuai dan dibaringkan diatas tempat tidur setelah terdakwa membuka 
celana luar dan celana dalam korban, sedangkan baju dan BH korban  
diangkat ke atas, setelah itu terdakwa memasukka alat kelaminnya ke korban 
sambil menggoyang-goyang naik turun 
 
 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Nomor Register: PDM-
676/MKS/EP/12/2012 Tertanggal 14 desember 2012 yang pada intinya 
meminta majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini memutuskan: 
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1. Menyatakan terdakwa Abu Khair Bin Abd. Salam Mahmud, bersalah 
melakukan Tindak Pidana “persetubuhan” sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 23 
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dan pidana penjara selama 
3 (tiga) Tahun dan Denda Rp. 60.000.000,- Subs 2 (dua) bulan 
kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar perkara sebesar    
Rp.2000,- 
 
Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan juga 
dalam KUHP tidakn dijelaskan definisi mengenai pengertian „dengan sengaja‟ 
tetapi untuk mencari petunjuk dapat dilihat dari Memori Van toelithing yang 
mengartikan kesengajaan adalah mengetahui atau menghendaki atas 
perbuatan yang dilakukanya sehingga dengan sengaja berarti menghendaki 
dan mengetahui atas perbuatan apa yang dilakukanya. 
Dalam Pasal 1 ayat 1 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak dan yang dimaksud dengan anak ialah seseorang yang 
belum berusia 18 ( delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam 
kandungan. 
 
 4.  Amar Putusan  
Dalam perkara nomor 1764/Pid.B/2012/PN.MKS Hakim memutuskan  
1. Menyatakan Terdakwa Abu Khair Bin Abdul Salam  Mahmud tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
sebagaimana dalam dakwaan primair ; 
2.  Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut; 
3. Menyatakan Terdakwa Abu Khair Bin Abdul Salam Mahmud telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “PERSETUBUHAN”; 
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4. Menjatuhkan tindakan terhadap Terdakwa dengan menyerahkan 
kepada Kementrian Sosial dalam hal ini Panti Sosial Marsudi Putra 
Toddopuli Makassar untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja 
selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan; 
5. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan diperhitungkan dari 
masa Terdakwa mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut ; 
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- 
(Dua ribu rupiah) ; 
 
 
 5. Analisis Penulis. 
 Yang akan saya komentari mengenai dakwaaan Penuntut umum yang 
menggunakan jenis dakwaan primair subsidair didasarkan atas adanya 
keraguan penuntut umum tentang jenis tindak pidana yang dilakukan oleh 
pelaku. Adapun persyaratan dalam surat dakwaan yang disyaratkan oleh 
pasal 143 KUHAP, penjelasan mengenai pasal 143 KUHAP sebagai berikut : 
Pasal 143 KUHAP menyatakan secara jelas bahwa untuk mengadili suatu 
perkara, Penuntut Umum wajib mengajukan permintaan disertai dengan 
suatu surat dakwaan. 
 Menyadari betapa pentingnya peranan Surat Dakwaan dalam 
pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, Jaksa Agung 
mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993  
Tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Surat Edaran tersebut ditujukan 
agar dapat keseragaman para Penuntut Umum dalam membuat surat 
dakwaan.  
Dakwaan disusun dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta 
perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. 
Surat dakwaan yang disusun harus memenuhi persyaratan baik formil 
maupun materiil, sesuai dengan bunyi Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP 
disebutkan bahwa syarat formil surat dakwaan meliputi : 
surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum 
pembuat surat dakwaan ; 
Surat dakwaan harus memenuhi secara lengkap identitas terdakwa yang 
meliputi ; nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama 
dan pekerjaan ; 
Adapun syarat-syarat materiil surat dakwaan adalah  tentang : 
Tindak pidana yang dilakukan ; 
Siapa yang melakukan tindak pidana ; 
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Dimana tindak pidana dilakukan ; 
Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan ; 
Bagaimana tindak pidana dilakukan ; 
Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil) ; 
Apa yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik 
tertentu); 
Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan; 
Dalam pasal 134 ayat (2) KUHAP, disebutkan tentang bentuk-bentuk surat 
dakwaan antara lain: 
1.   Dakwaan Tunggal 
Dalam surat dakwaan ini hanya satu Tindak Pidana saja yang 
didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif 
atau dakwaan pengganti lainnya; 
2.   Dakwaan Alternatif 
Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun 
secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat 
mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini 
digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang 
paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan 
terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa 
harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka 
dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat 
Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata 
sambung atau. 
3.   Dakwaan Subsidair 
Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri 
dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan 
maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. 
Sistematik lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang 
diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang 
diancam dengan pidana terendah.  
Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berurut 
dimulai  dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Lapisan 
yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa 
dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan. 
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4.   Dakwaan Kumulatif 
Dalam Surat Dakwaan ini, didakwakan beberapa Tindak Pidana 
sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan 
yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan 
dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal 
Terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing 
merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri. 
5.   Dakwaan Kombinasi 
Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan 
atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau 
subsidair.  
   Setelah melihat penjelasan Pasal 143 ayat (2) Perumusan dakwaan 
subsidair ini dikarenakan berdasarkan hasil penelitian terhadap materi 
perkara ini, Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara 
berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Dari 
Pasal 81 ayat  (1)  Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak dan bila belum terbukti dikenakan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang 
No. 23 tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak dan lebih spesifiknya 
dikenakan Pasal 82 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan 
Anak. 
 Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan 
Subsidair. Sebab dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan 
dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu 
berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematik lapisan disusun 
secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana 
tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana 
terendah. Jadi tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yakni 
melanggar  Pasal 81 ayat  (1)  Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak dan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2002 
Tentang Pelindungan Anak dan yang terakhir Pasal 82 Undang-undang No. 
23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak. 
Sesuai dengan tema Penulis mengenai penerapan Pasal 81 ayat (2) 
Undang- Undang Perlindungan Anak berdasarkan fakta yang terungkap 
dalam persidangan. Perbuatan Pelaku telah memenuhi unsur- unsur 
tersebut. Adapun unsur- unsur sebagai berikut : 
   1. Setiap orang ; 
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain 
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Ad.1. Setiap orang ; 
Yang dimaksud dengan „barang siapa‟ adalah siapapun juga yang 
menjadi subjek hukum dan mampu bertanggun jawab secara hukum dalam 
hal ini pelaku tindak pidana yaitu terdakwa Abu Khair Bin Abdul Salam  , yang 
telah dihadapkan dalam persidangan dengan membenarkan dakwaan jaksa 
Penuntut umum, dan sepanjang pemeriksaaan tidak ditemukan alasan 
pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari 
perbuatanya. 
Dengan demikian Unsur Barang Siapa secara sah menurut hukum telah 
terpenuhi. 
 
Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan 
atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan 
orang lain 
  Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Nurhaliza yaitu 
dengan cara terdakwa menghubungi lewat telepon kemudian hubungan 
terdakwa dengan saksi korban semakin akrab sehinga saksi korban sering 
dibawa oleh terdakwa sebelum terdakwa menyetubuhi saksi korban, 
terdakwa membujuk dengan mengatakan saya sayang kamu sambil meraba 
buah dada dan mencium bibir saksi korban dan memasukkan alat 
kelaminnya kedalam alat kemaluan saksi korban 
 Dengan demikian dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain telah terbukti. 
 
 
B.  Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap 
Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap 
anak  dalam Putusan No. 1764/Pid.B/2012/PN. Mks. 
1. Pertimbangan Hukum Hakim. 
 Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi yang hadir dsalam 
persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif 
seseorang dapat dipidana. Dalam amar putusan, hakim menyebutkan dan 
menjatuhkan sanksi berupa:  
1. Menyatakan Terdakwa Abu Khair Bin Abdul Salam  Mahmud tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
sebagaimana dalam dakwaan primair ; 
2.  Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut; 
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3. Menyatakan Terdakwa Abu Khair Bin Abdul Salam Mahmud telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “PERSETUBUHAN”; 
4. Menjatuhkan tindakan terhadap Terdakwa dengan menyerahkan 
kepada Kementrian Sosial dalam hal ini Panti Sosial Marsudi Putra 
Toddopuli Makassar untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja 
selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan; 
5. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan diperhitungkan dari 
masa Terdakwa mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut ; 
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- 
(Dua ribu rupiah) ; 
  
    
Hal-hal yang yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap perkara tersebut : 
1. Mempertimbangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan 
Desember 2011 dan bulan Juli 2012 
2. Bahwa terdakwa Abu Khair Bin Abd. Salam Mahmud masih belum 
dewasa (dibawah 21 tahun) sehingga masa depannya masih 
panjang sehingga bila diberikan hukuman penjara dikhawatirkan 
merusak masa depannya 
3. Hakim mempertimbangkan berkas perkara atas nama terdakwa. 
4. Hakim mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dalam 
persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa. 
5. Bahwa hakim mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
dengan nomor registrasi PDM-676/MKS/Ep.1/2012 tertanggal 5 
November 2012 
6. Hakim mempertimbangkan bahwan atas dakwaan Penuntut Umum 
tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan. 
7. Hakim mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi yang telah 
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya 
menerangkan: 
 
 Berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan sebagai berikut :  
 Bahwa terdakwa Abu Khair Bin Abd. Salam Mahmud, pada bulan  
Desember 2011 dan bulan Juli 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu 
lain dalam tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di BTN Minasa Upa Blok F 
No. 12/13 Makassar dan Jl. Karunrung Raya Makassar atau setidak-tidaknya 
pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 
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serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan 
persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara 
antara lain sebagai berikut: 
 Setelah terdakwa berkenalan dengan saksi korban Nurhaliza yang 
kemudian semakin akrab maka pada waktu ada kesempatan berduaan 
antara terdakwa dengan saksi korban  Nurhaliza yaitu pada waktu di BTN 
Minasaupa  Blok F No. 12/13 Makassar dan di kamar kos Jl. Karunrung Raya 
Makassar, telah berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin 
korban yang baru berumur 10 tahun dengan cara korban diajak melakukan 
hubungan kelamin tetapi korban masih menolak (tidak mau) dan mengatakan  
takut namun terdakwa berusaha merayu korban dengan kata-kata manis 
yaitu “ Saya Sayang Kamu” yang diikuti dengan terdakwa menciumi korban 
dan meraba-raba buah dan dan kemaluan korban yang akhirnya korban 
terbuai dan dibaringkan diatas tempat tidur setelah terdakwa membuka 
celana luar dan celana dalam korban, sedangkan baju dan BH korban  
diangkat ke atas, setelah itu terdakwa memasukka alat kelaminnya ke korban 
sambil menggoyang-goyang naik turun 
 - Berdasarkan hasil Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bhayangkara 
Makassar No. VER/22/IX/2012/RUMKIT tanggal 18 september 2012 yang 
dibuat oleh pejabat yang berwenang dr. Abadi Aman, Sp,Og, menerangkan 
dan berkesimpulan  
a. Alat kelamin tampak luka robek pada selaput dara arah jam 
sebelas, jam dua belas, jam empat belas,jam 6 dan jam 
Sembilan tidak berdarah 
b. Tampak luka robek lama pada selaput dara 
 Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) 
Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
  Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair  yang 
tercantum dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak; 
 Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, 
yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta 
barang bukti sebagaimana yang telah termuat di dalam Berita Acara 
Persidangan, ternyata antara dengan yang lain tidak terdapat persesuaian, 
sehingga karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam 
pasal tersebut telah tidak terpenuhi; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan 
tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut 
telah  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
sengaja melakukan persetubuhan dengannya Menimbang,  
bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa 
mampu bertanggung jawab dan tidak diketemukan adanya alasan-alasan 
yang dapat menghapus kesalahannya, sehingga kepadanya dapat dipidana; 
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Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat 
keterangan tetap dilampirkan dalam berkas perkara; 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan tindakan 
yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-
hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;   
 Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa penuntut Umum mengajukan 
saksi-saksi  dalam persidangan terdiri dari: 
1. Nurhaliza. 
2. Ibrianto. 
3. Miftaul Ichsan. 
 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Terdakwa merusak masa depan saksi korban 
- Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban berumur 10 tahun 
Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa masih di bawah umur 
 
2. Analisis penulis. 
 Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus 
mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan 
berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan keadlian yang tidak 
bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang yang mengatur dan 
menjadi dasar dari seluruh peraturan yang ada dalam Republik Indonesia. 
Seberat ataupun seringan apa pun pidana yang dijatuhkan oleh Majelis 
Hakim, tidak akan menjadi masalah selama tidak melebihi batas maksimum 
atapun minimum pemidanaan yang yang diancamkan oleh pasal dalam 
Undang-undang tersebut. 
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 Putusan Hakim harus dapat memenuhi unsur keadilan bagi setiap 
pihak, walaupun nilai keadilan merupakan nilai yang objektif yang tidak dapat 
di ukur dengan standar apapun juga, maka dari itu sebelum menjatuhkan 
suatu putusan pidana, Hakim harus mempertimbangkan aspek keadilan dari: 
- Sisi pelaku kejahatan. 
- Sisi korban kejahatan ( seberapa besar dampak yang diderita oleh 
korban) 
- Sisi perasaan keadilan masyarakat. 
Dalam menjatuhkan pemidanaan, Hakim juga harus mempertimbangkan 
beberapa aspek baik dari aspek yuridis, maupun pertimbangan dari aspek 
psikologis dan sosiologis. Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini di 
buktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim 
terlebih dahulu Majelis Hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan 
yang timbul dan dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para 
saksi, keterangan terdakwa dan barang buktin yang diajukan dan diperiksa 
dipersidangan. 
 Berdasarkan analisis penulis tentang pertimbangan hukum hakim 
dalam menjatuhkan sanksi berupa Menjatuhkan tindakan sanksi terhadap 
Terdakwa dengan menyerahkan kepada Kementrian Sosial dalam hal ini 
Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar untuk mengikuti pendidikan 
dan pelatihan kerja selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dalam putusan No. 
1764/pid.B/2012/PN.MKS., sudah tepat, oleh karena semua syarat 
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pemidanaan telah terpenuhi. Dan oleh karena pelakunya seorang anak maka 
Penulis sangat sependapat terhadap sanksi tindakan yang dijatuhi oleh 
Hakim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
49 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan uraian di bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat 
menarik kesimpulan : 
1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana 
persetubuhan dalam perkara putusan nomor 
1764/Pid.B/2012/PN.Mks di pertimbangkan berdasarkan 
pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa, dan 
fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, 
keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Dalam kasus ini, 
dakwaan yang dikenakan kepada terdakwa ialah dakwaan 
Subsidair, yaitu Primair  Pasal 81 ayat 1 UU No. 23 tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak dan Subsidair Pasal 81 ayat 2 UU 
No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sementara 
dakwaaan yang sesuai dengan kasus ini yaitu Subsidair,  yakni 
Pasal 81 ayat (2) UU no. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak. Hal ini terlihat jelas dengan terpenuhinya semua unsur-
unsur yang sesuai dengan pasal yang dikenakan kepada 
terdakwa. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka 
telah sesuai dengan prinsip pemidanaan terhadap anak 
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2. Dalam memutus perkara, Majelis hakim mempunyai banyak 
pertimbangan dengan terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan 
pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar, dan 
hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang 
diperkuat dengan adanya keyakinan Hakim, sehingga 
dinyatakan bersalah. Setelah melihat perbuatan terdakwa yang 
memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu pasal 81 
ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak maka 
Pertimbangan Hakim menjatuhkan sanksi dengan menyerahkan 
kepada Kementrian Sosial dalam hal ini Panti Sosial Marsudi 
Putra Toddopuli Makassar untuk mengikuti pendidikan dan 
pelatihan kerja selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan 
dikarenakan terdakwa masih masih anak-anak (dibawah umur) 
B. Saran. 
 Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan 
penulisan karya ilmiah ini ialah: 
 1. Dalam setiap perkara yang melibatkan anak ada baiknya orang tua 
atau wali menenami anak yang berhadapan dengan hukum, 
sehingga anak tersebut tidak akan merasa terbebani dan takut 
sehingga tidak akan menimbulkan trauma nantinya kepada anak di 
masa depan dikarenakan berhadapan dengan hukum 
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2. Korban persetubuhan yang juga merupakan seorang anak juga 
perlu dibimbing dan diperlukan perhatian orang tua atau wali agar 
anak tidak frustasi dan memiliki kepercayaan diri agar masa 
depannya tidak dibayang-bayangi oleh perbuatan masa lalunya 
3. Menurut saya setelah adanya kejadian seperti ini seharusnya orang 
tua atau wali memperdalam pelajaran spiritual bagi  anak dan 
menanamkan nilai-nilai moral dan kesopanan secara terus menerus 
sehingga dimasa mendatang anak dapat terhindar dari hal-hal yang 
terjadi pada masa lampau dan menjadikanya sebagai pelajaran 
agar hal ini tidak terjadi dimasa mendatang. 
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